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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia pasca jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto (1967-1998), 
membawa impikasi pada perubahan-perubahan yang fundamental dalam 
sistem ketatanegaraan indonesia. Salah satunya pemisahan struktur, peran dan 
fungsi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (KNRI/Polri), yang pada masa orde lama - orde baru 
tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).  
Indonesia memiliki historis yang sangat kelam dalam kaitanya dengan 
peran ABRI ditengah-tengah masyarakat sipil, terutama pada rezim 
pemerintahan Soekarno dan Soerharto. Sepanjang berkuasanya rezim-rezim 
tersebut banyak penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran HAM rakyat 
dengan secara vulgar atau terang-terangan, yang berpuncak pada rezim 
soeharto, dengan meningkat dan meluas-nya pelanggaran HAM masyarakat 
sipil dalam bentuk pengekangan kebebasan berpendapatan dan berkespresi di 
muka umum, tindakan kekerasan, penembakan, penangkapan dan penahanan 
tanpa proses hukum, yang melibatkan oknum TNI Angkatan Darat.  
Setiap bentuk pelanggaran-pelanggaran tentu tidak terlepas dari 
kekuasaan atau kewenangan yang cukup sentral dan kuat yang dimiliki oleh 
ABRI, melalui konsep Dwi fungsi ABRI. Pada masa ini militer (TNI AD) 
dijadikan sebagai alat dan komponen utama bagi negara untuk 
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mempertahankan kekuasan dan kepentinganya, dengan dalil untuk keperluan 
dan keamanan nasional negara Indonesia. Hal demikian sekiranya hari ini pun 
masih terjadi. Negara menjadi aktor utama segala bentuk pelanggaran HAM 
rakyat yang dilakukan oleh oknum militer pada masa itu. Karena kekuasaan 
tertinggi untuk mengerahkan kekuatan TNI berada dibawah kekuasaan 
Presiden. 
Kondisi ini mencerminkan bahwa pada hakikatnya setiap bentuk negara 
di berbagai tingkatan (level) perkembangan masyarakat, negara selalu 
dilengkapi oleh instrumen pemaksa dan satuan bersenjata. Alat atau 
instrumen pemaksa ini berwujudkan dalam bentuk aturan hukum, pengadilan, 
penjara dan yang terutama adalah satuan bersenjata. Satuan bersenjata ini 
yang kemudian penulis sebut sebagai satuan Militer (TNI) dan Polri.  
Dan pada prinsipnya tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa 
dilengkapi oleh instrumen pemaksa dan satuan kekerasan atau satuan 
bersenjata. Instrumen pemaksa dan satuan bersenjata inilah yang pada 
kenyataannya menjadi organisasi negara (lembaga negara) utama dari 
keseluruhan hakekat keberadaan negara. Karena TNI dan POLRI adalah 
barisan atau komponen terdepan dalam mempertahankan, kemananan, 
ketertiban dan pertahanan negara, termasuk menjaga aset-aset strategis untuk 
kepentingan ekonomi nasional. Tak ubahnya negara seperti yang 
dikemukakan oleh Marx.
1
   
                                                          
 
1
 Negara sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan golongan atau kelompok 
terhadap golongan atau kelompok lain. 
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Dari kenyataan tersebut, reformasi TNI dan Polri dalam tubuh 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disektor pertahanan dan 
keamanan adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk 
memperbaiki tatanan sistem pertahanan dan keamanan negara.  
Dua institusi keamanan yang sebelumnya berada dalam satu wadah 
organisasi tersebut, sejak 1 April 1999 dipisahkan oleh Presiden B.J 
Habibie yang kemudian diperkuat berdasarkan Keputusan Presiden 
nomor. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia tanggal 1 Juli 2000. Sejak itu, Polri tidak lagi berada dalam 
ABRI dan berada dibawah naungan Departemen Pertahanan dan 
Keamanan (Dephankam) tetapi berada langsung di bawah Presiden RI. 
Dengan berpisahnya Polri, Dephankam diubah menjadi Departemen 
Pertahanan, dan setelah disahkannya UU nomor. 39 tahun 2008 tentang 




Reformasi dalam bidang Pertahanan dan Keamanan secara yuridis 
dilakukan melalui Amandemen UUD 1945 ke II dan dipertegas melalui 
Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri, 
dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang Peran TNI dan Polri. 
Dan menghapus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pokok 
Pertahanan dan Keamanan Negara karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
tuntutan demokrasi rakyat. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. 
Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatakan  dalam Pasal 30 ayat 3 
“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
Angkatan Udara  sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, 
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 Subekti, (et.al), Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan Tni Kepada Polri Di 
Wilayah Dki Jakarta,  Jurusan Administrasi Publik, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, 
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.  
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melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
3
 dan atas 
Pasal tersebut, MPR mempertegas Peran TNI melalui TAP MPR No. 
VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian NRI 
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1): 
 “TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan 
negara kesatuan RI, (2) TNI sebagai alat Pertahanan Negara, bertugas Pokok 
menegekan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NRI yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap 
keutuhan bangsa dan negara”.
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Sedangkan Pasal 30 ayat 4 UUD NRI 1945 mengatakan “Kepolisian 
Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemananan dan 
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakan hukum”.
5
 dan Pasal 6 ayat 1 TAP MPR No. 
VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian NRI 
mengatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
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 Soelasmini E, UUD 1945 Republik Indonesia dan GBHN Lengkap dengan Bagian-




 Pasal 2  BAB I Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Ayat 1, 2 dan 3 TAP MPR 
No. VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian NRI 
 
5
 Soelasmini E, Op.cit. Hal. 97 
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 Pasal 6  BAB II Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ayat 1, TAP MPR No. 
VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian NRI 
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Upaya reformasi pada sektor pertahanan dan keamanan negara yang 
dilakukan dalam bentuk pemisahan secara kelembagaan antara TNI dan Polri 
harus dilakukan secara kontinyu dan bertahap dengan tetap berlandaskan 
prinsip supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat.
7
 Sebagai konsekuensi atas 
pemisahan struktur dan peran TNI dan Polri, maka sebagian tugas yang 
selama ini diemban oleh TNI dalam ABRI diserahkan kepada Polri, 
khususnya yang berkaitan dengan keamanan masyarakat.  
Meskipun telah dilakukan amandemen UUD 1945 dan ditetapkanya 
TAP MPR, hingga saat ini masih menyisahkan persoalan yang belum 
terselesaikan yakni persoalan Tugas Perbantuan Militer dalam Kerangka 
Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini perlu mendapat perhatian 
yang penting bagi rakyat indonesia dan pemerintah terutama ekskutif dan 
legislatif. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) inilah yang menjadi cikal 
bakal adanya kewenangan TNI untuk terlibat memberikan bantuan kepada 
Kepolisian, atau tugas perbantuan kepada polisi dalam rangka memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarkat (katimbmas). 
Secara normatif, UU TNI - Polri telah memandatkan kepada pemerintah 
agar membuat Peraturan Perundang-Undangan tentang Tugas Perbantuan 
yang produknya berupa Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah 
tentang Tugas Perbantuan. Dengan melalui produk hukum tersebut, 
setidaknya perihal tugas, fungsi, kewenangan atau ruang lingkup wilayah 
kerja, kategori prajurit dan kondisi yang mendasari hingga prosedur petunjuk 
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 Mahfud, 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen, Rajawali Pers, 
Jakarta, Hal. 9   
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pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menjalankanya akan lebih jelas dan 
terang. Sehingga TNI dan Polri akan memiliki kepastian hukum dalam 
menjalankan tugas dan fungsi tugas perbantuan pada wilayah pemeliharaan 
kemanan dan ketertiban masyarakat. TNI sebagai alat pertahanan negara yang 
bertugas melaksanakan kebijakan pertanahan negara untuk menegakan 
kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, berdasarkan kebijakan dan 
keputusan politik negara dengan menjalankan operasi militer untuk perang 
(OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).  
Dalam kerangka tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP),  TNI 
dapat melakukan tindakan yaitu untuk:
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1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata; 
2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 
3. mengatasi aksi terorisme; 
4. mengamankan wilayah perbatasan; 
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan 
politik luar negeri; 
7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; 
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya 
secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 
9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 
10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka 
tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam 
undang-undang; 
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan 
perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan 
pemberian bantuan kemanusiaan; 
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and 
rescue); serta 
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan 
penyelundupan. 
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 lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesi Nomor 34 Tahun 2004 




Dengan demikian, TNI memiliki tugas untuk membantu Kepolisian 
dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur 
dengan Undang-Undang, sebagaimana dalam angka 10 di atas. Namun 
sayangnya sejak Undang-Undang TNI-Polri berlaku, pemerintah eksekutif 
bersama dengan legislatif belum juga membentuk aturan yang spesifik dan 
komprehensif tentang tugas perbantuan. Sehingga pelaksanaan tugas 
perbantuan TNI antara Polri tidak memiliki dasar hukum yang jelas.   
Pemerintah masih pro dan kontra atas tugas perbantuan TNI kepada 
polri, sehingga peraturan perundang-undangan yang diamanatkan Undang-
Undang TNI-Polri sebagai payung hukum mengalami kokosongan hukum 
(Recht Vacum). Ketidakjelasan  konsep dan dasar hukum dalam pelaksanaan 
tugas perbantuan TNI kepada polri, menyebabkan tumpah tindih-nya 
kewenangan hingga pelaksanaan teknis operasional dalam dua lembaga 
tersebut. 
Ditengah kekosongan itu, muncul beberapa aturan lain yang mencoba 
mengatur secara parsial dan tidak cermat dalam melihat dasar pengaturan 
tentang tugas perbantuan militer. Beberapa aturan itu diantaranya UU 
Penanganan Konflik Sosial No.7/20012 dan Inpres tentang Penanganan 
Gangguan Keamanan Dalam Negeri No.2/20012. Dan termasuk 
Memorandum of Understanding (MOU) antara Panglima TNI dengan 
berbagai Kementerian dan instansi sipil lainnya. Pengaturan itu, telah 
menimbulkan permasalahan tersendiri seperti persoalan ketidakselaraan 
dengan peraturan lain, otoritas kewenangan pengerahan hingga persoalan di 
8 
 




Kondisi ini tentu tidak sehat di dalam membangun sinergi dan 
kerjasama antar aktor keamanan. Padahal di dalam sistem keamanan 
yang komprehensif sangat dibutuhkan kerjasama berbagai aktor 
keamanan dalam mengatasi ancaman terhadap keamanan yang terjadi 




Pada tahun 2013 TNI bersama POLRI membuat kerjasama dengan 
menyepakati Nota Kesepahaman (MOU) antara TNI dan POLRI Nomor 
B/4/I/2013 dan Nomor B/360/I/2013 Tentang Perbantuan TNI kepada 
Kepolisian RI dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat. Kemudian diperpanjang pada tanggal 28 januari 2018 dengan 
Nota Kesepahaman (MOU) antara TNI dan POLRI Nomor B/2/I/2018 dan 
Kerma Nomor 2/I/2018, yang ditandatangani oleh Kapolri Tito Karnavian 
dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. 
Berdasarkan dasar pertimbangan dalam MoU a-quo yang menjadi dasar 
dan atau alasan dibuat dan ditanda tanganinya MoU tersebut antara lain, 
Pertama, bahwa para pihak (Panglima TNI dan Kapolri) sepakat untuk 
melanjutkan kerjasama tugas perbantuan TNI kepada Polri/KNRI dalam 
rangka memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
11
 Kedua, untuk 
menjadi pedoman untuk melaksanakan kerjasama para pihak dalam rangka 
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 Diandra Megaputri Mengko, 2015, Problematika Tugas Perbantuan TNI, Jurnal 
Keamanan Nasional Vol. I No. 2 2015, Hal. 3 
 
10
 Ibid.  Hal. 7 
11
 Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan POLRI Nomor B/2/I/2018 dan Kerma 
Nomor 2/I/2018. Hal. 3 
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memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkatibmas).
12
 Ketiga, 
untuk meningkatkan sinergitas antara para pihak dalam  harkatibmas.
13
    
Disisi lain, sebagaimana disampaikan oleh Panglima TNI dan Kapolri 
bahwa terdapat agenda dan atau kegiatan politik negara yang bersifat 
nasional, dan internasional yang perlu bantuan pengamanan dari TNI.
14
  
Yakni antaralain Pertama, Pilkada serentak yang akan dilsaksanakan di 
seluruh Indonesia yang tersebar di 171 titik. Kedua, Asian Games di Jakarta 
dan Palembang  pada 8 agustus  2018, yang di ikuti sekitar 46 negara. Ketiga, 
pertemuan tahunan World Bank di Bali yang diikuti sekitar 189 negara.  Atas 
dasar situasi politik dan kondisi itulah, yang mendorong TNI dan Polri 
menyepakati MOU untuk membantu kepolisian dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat.  
Perlu ditegaskan bahwa, jauh sebelum MoU ini lahir pun TNI selalu 
hadir dalam setiap pilkada dan pemilu bahkan pertemuan-pertemuan antar 
negara. seperti pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali, 
Konferensi Asia Afrika di Bandung pun, tidak ada unjuk rasa atau mogok 
kerja buruh yang menimbulkan situasi kerusuhan sosial dan menimbulkan 
keaadan darurat sehingga mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Dan 
bahkan TNI pun hingga sekarang selalu terlibat dalam urusan masyarakat 
sipil tanpa melalui MoU ini dan seringkali melanggar hak-hak masyarakat 
sipil peristiwa di Kulon Progo. Apalagi diberikan legalitas dan kewenangan 
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  https://www.kompas.tv, yang dirilis pada 28 Januari 2018, dan diakses pada tanggal 23 
November 2018.    
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baru melalui MoU ini, yang nanti tidak hanya akan menimbulkan kerancuan 
dalam aturan hukum, tetapi berdampak negatif terhadap masyarakat sipil 
yang menuntut haknya sebagai bagian dari wilayah kerja TNI dan Polri dalam 
MoU tersebut.  
Menurut YLBHI dan 15 LBH bahwa dalam Nota Kesepahaman (MoU) 
antara TNI dan POLRI Nomor B/2/I/2018 dan Kerma Nomor 2/I/2018, 
Setidaknya terdapat dua permasalahan pokok antaralain yakni permasalahan 
Formil (Prosedural) dan Permasalahan Materil (isi) dari MoU.
15
  
YLBHI dan 15 LBH di Indonesia dalam rilis pers, menyatakan jika 
dikaji dari sudut pandang hukum, TNI memang dapat membantu pihak 
kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
diatur dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf (b) angka 10 UU 34/2004. Namun MOU tersebut tidak memenuhi  
prosedur dan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang TNI.
16
 
Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan) 
menyatakan bahwa MOU yang ditanda tangani oleh Panglima TNI dan 
Kapolri adalah kemuduran signifikan tidak hanya dalam agenda Reformasi 
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 Dalam Rillis Pers YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan 15 LBH 
(LBH Jakarta, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Pekan Baru, LBH Padang, LBH Palembang, 
LBH Bandar Lampung, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH 
Bali, LBH Manado, LBH Makassar, dan LBH Papua), 2018,  MoU Perbantuan TNI Kepada 
POLRI Melanggar UU TNI, https://ylbhi.or.id,  yang di akses pada 2018. 
16
 Dalam Rillis Pers YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan 15 LBH 
(LBH Jakarta, LBH Banda Aceh, LBH Medan, LBH Pekan Baru, LBH Padang, LBH Palembang, 
LBH Bandar Lampung, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, LBH 
Bali, LBH Manado, LBH Makassar, dan LBH Papua), 2018,  MoU Perbantuan TNI Kepada 
POLRI Melanggar UU TNI, https://ylbhi.or.id,  yang di akses pada 2018.  
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Ruang lingkup yang diatur dalam MOU ini bersifat tumpang tindih, 
meluas (execessive) dan menerabas aturan hukum.  
dan akan kembali membuka tumpang tindih tugas TNI dan Polri dengan 
memberi jalan terbuka bagi TNI melakukan tugas menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat tanpa memenuhi prasyarat yang sudah diatur 
dalam UU TNI No. 34/2004, Pasal 7 ayat 3 bahwa pelibatan dan 
perbantuan militer dalam kerangka OMSP hanya bisa dilakukan dan 
boleh dilakukan jika ada keputusan politik negara. selain itu MOU ini 
juga tidak memiliki alasan pembenar (justifikasi). Tidak jelas siatuasi 
urgent atau situasi darurat apa yang membuat Polri meminta bantuan 




Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka KontraS menyimpulkan 
bahwa : 
 Pertama, MoU ini secara hukum tidak dapat digunakan sebagai acuan 
utama operasional karena masih menyimpan tiga persoalan utama. 
Pertama, MoU bukanlah landasan hukum yang menjadi acuan dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Pasal 7 
dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar 
hukum. Kedua, pembuatan MoU ini menyalahi UU TNI karena 
diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan 
atas dasar keputusan politik Presiden sebagai panglima tertinggi kedua 
institusi tersebut serta representasi otoritas sipil. Ketiga, materi muatan 
dalam MoU belum menyentuh kepada mekanisme insiasi tugas 
perbantuan yang seharusnya melibatkan keputusan otoritas sipil baik 
tingkat pusat maupun daerah. Kedua, MoU TNI dan Polri terkait 
perbantuan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 
tumpang tindih dengan tiga undang-undang lain yakni, UU Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Polri, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan 
UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Ketiga 
undang-undang tersebut di atas tidak memberikan penjelasan dan ruang 
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 Yati Andriyani Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan 
Korban Kekerasan), dalam https://www.kontras.org  yang di akses pada 2018  
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 Yati Andriyani Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan 
Korban Kekerasan), dalam https://www.kontras.org  yang di akses pada 2018 
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diskresi atas Polri dan TNI dalam melaksanakan tugasnya berkaitan 




Menurut YLBHI dan 15 LBH bahwa selain permasalah formil juga 
terdapat permasalahan materil (subtansi atau isi), yakni  
Adanya MoU tersebut akan menguatkan militerisme dan bertentangan 
dengan semangat penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang dicapai dengan 
penuh perjuangan pada era reformasi, 20 tahun lalu. Menolak 
militerisme di sini jangan diartikan sebagai menolak militer dan 
mementingkan sipil. Penolakan adalah pada bercampurnya tugas militer 
dan sipil. Pemimpin dari sipil pun dapat berwatak militeristik jika 
mencampurkan tugas militer dan sipil tersebut. Selain itu, MoU ini 
berpotensi melanggar hak asasi warga negara terkait haknya untuk 
mengeluarkan pikiran, berpendapat, dan juga hak untuk mogok. 
Sebagaimana kita ketahui kemerdekaan menyampaikan pendapat di 
muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28, 
Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar NRI, Pasal 19 
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil 
dan Politik. Mogok pun diatur sebagai sebuah hak asasi manusia oleh 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 25 yang berbunyi:”Setiap 
orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk 





Dan masih banyak permasalahan yang perlu di telaah secara mendalam dan 
sistematis dalam MoU a quo, yang salah satunya perihal Ruang lingkup tugas 
perbantuan yang tertuang dalam pasal 2 MoU TNI-POLRI yang sangat luas. Dan 
terutama dalam aspek nilai kekuatan hukum MoU a-quo dalam tinjaun peraturan 
perundang-undangan yang ditelaah dalam Asas Kepastian Hukum.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian hukum dengan mengajukan judul Analisa Yuridis 
Normatif Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI Dengan 
Kepolisian RI  Nomor: B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang 
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 Yati Andriyani Koordinator Badan Pekerja Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan 
Korban Kekerasan), dalam https://www.kontras.org  yang di akses pada 2018 
20
 Rillis Pers YLBHI dan 15 LBH dalam https://ylbhi.or.id, Op.cit. hal 2  
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Perbantuan TNI Kepada Polri dalam Memelihara Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat (Harkatibmas) Ditinjau Dari Aspek Kepastian 
Hukum.  
B. Rumusan Masalah 
Dari paparan yang dikemukakan diatas dalam latar belakang, maka 
dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kekuatan Hukum Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI 
dengan Kepolisian Negara RI Nomor: B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 
2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri dalam Memelihara 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkatimbmas) Ditinjau dari 
Aspek Kepastian Hukum? 
2. Bagaimana Implikasi Hukum Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI 
dengan Kepolisian Negara RI Nomor: B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 
2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri dalam Memelihara 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkatimbmas) terhadap TNI dan 
POLRI? 
C. Tujuan Penelitian 
Selaras dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dalam 
penelitian hokum ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kekuatan hukum Nota 
Kesepahaman atau MoU TNI dan POLRI Nomor B/2/I/2018 dan Kerma 
Nomor 2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian RI dalam 
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rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam segi 
materil maupun segi formil yang ditinjau dari asas kepastian hukum. 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Implikasi Hukum Nota 
Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kepolisian Negara RI Nomor: 
B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada 
Polri dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Harkatimbmas) terhadap TNI dan POLRI? 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi 
semua khalayak atau subyek-subyek yang berkaitan dengan topik ini, baik 
manfaat dalam segi teoritikal maupun segi praktikal. Manfaat tersebut penulis 
uraikan sebagai berikut:  
1. Bagi Penulis 
Bagi penulis penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum, juga diharapkan 
mampu memperkaya wawasan dan mempertajam kemampuan analisis atas 
berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan rakyat.    
2. Bagi Masyarakat  
Bagi kalangan rakyat umum, penelitian hukum ini diharapkan mampu 
memberikan suatu gambaran yang konkrit dan ilmiah mengenai duduk 
persoalan hukum Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Polri tentang 
perbantuan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyatarakat, baik 
segi kedudukan, kekuatan hukum dalam kaitanya dengan peraturan 
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perundang-undangan yang kedudukanya lebih tinggi. Sehingga masyarakat 
mampu memahami problematika yang terkandung di dalamnya dan 
mengetahui apakah produk hukum tersebut memiliki nilai keadilan, daya 
guna, dan kepastian hukum baginya. 
3. Bagi Pemerintah 
Bagi Pemerintah, Penelitian Hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan bagi pemerintah eksekutif dan legislatif untuk segera membenahi 
problematika hukum tugas perbantuan militer kepada polri dalam bentuk 
pembuatan perundang-undangan, maupun Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga memiliki nilai kepastian 
hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dengan 
bersandar pada prinsip dan kaidah hukum yang berlaku di indonesia.  
4. Bagi Mahasiswa 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para 
mahasiswa mengenai obyek penelitan yang usulkan oleh penulis, sehingga 
para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan 
dalam pembenahan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. 
E. Kegunaan Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada obyek-obyek 
yang terkait dengan topik dan atau pokok pengkajian dalam penulisan hukum 
ini. 
1. Penelitian hukum diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran 
dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 
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hukum terkhususnya dalam aspek pembuatan Peraturan Perundang 
Undangan serta Pembuatan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Nota 
Kesepahaman (MoU) antara Lembaga Negara. Dan kedepannya, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur kajian 
maupun penulisan karya tulis ilmiah.  
2. Sebagai sarana pembelajaran penulis untuk meningkatkan analisa dan 
membangun pola pikir ilmiah dalam menelaah suatu problematika 
hukum.  
3. Sebagai sarana bagi pembaca maupun masyarakat luas untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.  
4. Sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam upaya pembenahan 
pembuatan peraturan perundang-undangan tentang Tugas Perbantuan 
TNI kepada KNRI dan kerjasama antara Lembaga-Lembaga Negara 
melalui pembuatan Nota Kesepahaman atau Nota Kerjasama.  
F. Metode Penelitian 
F.1.  Metode Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (normatif legal 
research) yaitu melakukan kajian terhadap produk-produk hukum berupa 
peraturan perundang-undangan dan melihat realita yang ada dalam 
masyarakat yang terutama yang berhubungan dengan fokus permasalahan 
dalam penelitian ini. Pengertian lain, penelitian hukum normatif juga 
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disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.
21
 Objek yang diteliti 
adalah bahan bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai data 
sekunder,
22
 dengan mengunakan metode pendekatan yuridis normatif, 
yakni melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.
23
  
F.2.  Jenis Bahan Hukum 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan dokumen 
resmi berupa semua publikasi hukum, yang meliputi peraturan perundang 
undangan, Peraturan Pemerintah, Buku Buku teks, kamus hukum, jurnal 
hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.
24
 Bahan hukum 
terbagi dalam tiga bagian yakni; 
a) Bahan Hukum Primer 
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 
hukum positif atau peraturan perundang-undangan.
25
 Dalam penelitian 
hukum penulis menggunakan Bahan Hukum Primer antaralain; 
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia. 
                                                          
21
 Soeryono Soekanto, 1990, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Rajawali, Jakarta, Hal 29.  
 
22
 Hotma Pardoumuan dan Herybertus, 2009, Metode Penelitian Hukum, Krakatauw 
Book, Hal. 79 
23
 Pedoman Penulisan Hukum, Op.cit  Hal. 17 
24
 Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, jakarta Kencana Prenada Media Group, 
Hal.141, dalam Fance M. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, 
dalam putusan hakim di peradilan perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 3 September 
2012. Hal 482 
 
25
 Pedoman Penulisan Hukum, Op.cit  Hal. 17  
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4. Undang Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum 
5. Undang Undang Nomor 2003 tentang Ketenagakerjaan 
6. Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penangan Konflik 
Sosial  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisan Negara 
Republik Indonesia  
8. Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kepolisian  Nomor: 
B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI 
Kepada Polri dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat (Harkatimbmas).   
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil 
kegiatan ilmiah, dan lain-lain.
26
 Bahan hukum yang berhubungan 
dengan objek penelitian dan dapat digunakan dalam menelaah 
permasalahan hukum. 
c) Bahan Hukum 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari 
Ensiklopedia, kamus, Glosarium, dan lain lain.   
F.3.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
                                                          
26
 Ibid. Hal. 17 
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Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah 
mengunakan teknik kepustakaan, dari berbagai sumber pustaka dan 
dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-
undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media 
online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.  
F.4.  Teknik Analisa Bahan Hukum 
Teknik analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah 
menggunakan metode analisis isi (Content Analysis) dan analisa 
keselarasan atau kesesuai. Artinya melihat isi objek penelitian dan 
keselarasan atau kesesuai dengan peraturan peraturan perundang 
undangan dengan melakukan pengujian objek penelitian hukum 
menggunakan teori-teori/ kaidah hukum yang sesuai yang berlaku. 
G. Sistematika Penulisan 
Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam 
setiap bab akan dibagi menjadi beberap sub bab didalamnya. Adapun 
sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
BAB  I PENDAHULUAN  
Pada bab ini  berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, 
dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab metode penelitian 
akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber bahan 




BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas teori teori yang digunakan dalam menelaah 
objek penelitian penulis, yang meliputi deksripsi mengenai : (1) Konsep 
Tujuan Hukum, yang membahas perihal istilah dan pengertian teori 
hukum, teori tujuan hukum, teori kepastian hukum menurut Jan Michiel 
Otto, teori kepastian hukum menurut Undang-Undang asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AAUPB). (2) Konsep Memorandum of 
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman, yang membahas 
perihal: istilah dan pengertian MoU, dasar hukum MoU, ciri-ciri MoU, 
kekuatan hukum MoU, tujuan dibuatnya MoU, para pihak dan objek 
MoU, dan jenis-jenis MoU. (3) Konsep Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang membahas perihal istilah polisi dan kepolisian, Pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peran dan Fungsi KNRI, Tugas 
dan Wewenang KNRI, dan Susunan Organisasi dan Kedudukan KNRI, 
dan Sejarah Singkat Kepolisian. (4) Konsep Tentara Nasional 
Indonesia, yang membahas perihal Prajurit TNI, Peran dan Fungsi TNI, 
Tugas Pokok TNI, Hierarki Organisasi TNI, dan Sejarah Singkat TNI.  
BAB III HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 
didalamnya mendeskripsikan dua hal yakni pertama perihal kekuatan 
hukum Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kepolisian  
Nomor: B/2/I/2018 dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang Perbantuan 
TNI Kepada Polri dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban 
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Masyarakat (Harkatimbmas). Dan kedua perihal implikasi hukum Nota 
Kesepahaman (MoU) antara TNI dengan Kepolisian Nomor: B/2/I/2018 
dan Kerma Nomor: 2/I/2018 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri 
dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
(Harkatimbmas) terhadap TNI, dan KNRI/Polri serta Masyarakat.  
BAB IV PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan 
memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan analisa penulis terhadap 
objek penelitian.  Sedangkan saran memuat mengenai masukan, 
rekomendasi atas masalah yang diteliti oleh penulis yang dianggap 
penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan 
disimpulkan pada bagian sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
